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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program DUKCAPIL BERMITRA yang dilaksanakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang dalam meningkatkan
aksesibilitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Program ini dilatarbelakangi oleh
kendala akses masyarakat terhadap layanan daring seperti PADUKO, terutama bagi kelompok yang kurang
familiar dengan teknologi. Melalui program DUKCAPIL BERMITRA, ketua RT dilibatkan sebagai mitra
pelayanan yang berperan dalam membantu masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan
secara daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas
Campbell J.P. yang mencakup lima indikator: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan
terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik purposive
sampling dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Program DUKCAPIL BERMITRA memberikan kemudahan akses layanan kependudukan bagi masyarakat,
khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Namun implementasi program ini masih
menghadapi kendala seperti belum meratanya partisipasi RT, keterbatasan pemahaman teknologi di
kalangan pelaksana, dan belum adanya regulasi hukum yang mengikat. Meski demikian, program ini dinilai
cukup efektif dalam menjangkau masyarakat, mempercepat proses layanan, serta menjadi penyempurna
terhadap inovasi sebelumnya.

Kata kunci: efektivitas, dukcapil bermitra, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, RT
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Pendahuluan

Kajian mengenai efektivitas inovasi pelayanan publik dan administrasi
kependudukan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh evaluasi berpendekatan fisik
maupun capaian kuantitatif di kota-kota besar (Hardiyansyah, 2018). Kesenjangan
penelitian mendasar terletak pada minimnya studi yang menguji efektivitas kerangka kerja
sama lintas sektor (cross-sector partnership) dalam pelayanan kependudukan di tingkat
pemerintah daerah skala menengah-kecil seperti Kota Padang Panjang. Evaluasi yang ada
cenderung mengabaikan pencapaian tujuan organisasi secara holistik, khususnya
mengenai bagaimana integrasi peran antara dinas teknis dan lembaga mitra eksternal
dipelihara tanpa mengorbankan akuntabilitas administrasi (Campbell, 1977).

Selain itu, skema kemitraan pelayanan publik di tingkat lokal sering kali
menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan dalam tataran operasional. Berdasarkan
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perspektif tata kelola kolaboratif (collaborative governance), keberhasilan kemitraan
memerlukan pembagian peran yang seimbang serta kesiapan kapasitas antar-instansi
(Ansell & Gash, 2007). Namun, literatur terkini belum secara mendalam menganalisis
bagaimana beban administratif tambahan (administrative burden) pada lembaga mitra
seperti fasilitas kesehatan atau kelurahan di Kota Padang Panjang serta kesiapan sumber
daya manusia memengaruhi Kkonsistensi mutu pelayanan kependudukan (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, 2023).

Terakhir, terdapat celah akademik mengenai sejauh mana inovasi pelayanan
berbasis kemitraan ini mampu menjamin inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Di
tengah transisi menuju digital era governance, penyediaan layanan yang mengandalkan
koordinasi antar-lembaga berisiko menimbulkan hambatan akses (digital divide) bagi
kelompok masyarakat rentan jika tidak dibarengi dengan pendampingan yang responsif
(Dunleavy et al., 2006). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas
program Dukcapil Bermitra untuk merumuskan model pelayanan publik yang tidak hanya
efisien secara teknis, tetapi juga adaptif dan adil secara sosiologis di Kota Padang Panjang.

Pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hak atas layanan
administrasi kependudukan menempati posisi strategis karena menjadi dasar legalitas dan
identitas setiap individu dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik.
Layanan administrasi kependudukan meliputi penerbitan KTP, Kartu Keluarga, akta
kelahiran, akta kematian, serta dokumen lainnya yang memiliki konsekuensi hukum dan
administratif yang signifikan. Oleh sebab itu, efektivitas penyelenggaraan layanan ini
sangat menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam
beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah mendorong inovasi layanan berbasis digital
untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, salah satunya melalui PADUKO (Pelayanan
Administrasi Kependudukan Online).

Namun, implementasi PADUKO di Kota Padang Panjang menghadapi hambatan
serius. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun terdapat lebih dari 8.000 akses ke
sistem, hanya 439 dokumen yang berhasil diterbitkan. Hal ini menunjukkan tingkat
keberhasilan 5,3% yang relatif rendah dibandingkan layanan manual (offline) yang masih
mendominasi hingga 96,9%. Kendala utama adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan
perangkat, serta keterbatasan akses internet, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia
dan ibu rumah tangga. Menjawab persoalan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Padang Panjang menggagas inovasi Program Dukcapil Bermitra. Program ini
melibatkan ketua RT sebagai perpanjangan tangan Disdukcapil dalam membantu warga
mengakses layanan daring. RT berperan sebagai fasilitator, mulai dari menerima berkas,
menginput data ke PADUKO, hingga menyampaikan dokumen hasil cetakan yang diantar
oleh Laskar Dukcapil. Dengan skema ini, warga tidak perlu lagi mendatangi kantor
Disdukcapil secara langsung, sehingga prosedur layanan menjadi lebih singkat, murah, dan
efisien.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah
dengan aktor lokal dapat meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, penelitian Kartika dan
Oktariyanda (2022) mengenai aplikasi POEDAK di Kabupaten Gresik serta penelitian
Septiana dkk. (2023) tentang Anjungan Dukcapil Mandiri. Keduanya menegaskan bahwa
inovasi berbasis teknologi berpotensi besar dalam meningkatkan pelayanan publik, tetapi
tetap menghadapi keterbatasan literasi digital masyarakat. Berbeda dengan penelitian
terdahuly, studi ini menekankan pada keterlibatan RT sebagai aktor strategis yang belum
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banyak dikaji dalam konteks inovasi pelayanan publik. Inilah letak novelty penelitian ini.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program
Dukcapil Bermitra di Kota Padang Panjang menggunakan teori efektivitas Campbell |.P.,
dengan lima indikator: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan masyarakat,
tingkat input- output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana
inovasi Dukcapil Bermitra mampu mencapai tujuan pelayanan administrasi kependudukan
yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun program ini dirancang untuk
mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui
keterlibatan pengurus RT sebagai mitra Disdukcapil, keberadaan program belum secara
otomatis menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif. Oleh karena itu, penelitian
ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian antara tujuan program dengan
pelaksanaannya, tingkat pencapaian hasil, kemudahan akses masyarakat, serta berbagai
faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian,
penelitian tidak hanya mendeskripsikan keberadaan inovasi pelayanan, tetapi juga
memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas Dukcapil Bermitra sebagai model
pelayanan administrasi kependudukan berbasis kedekatan dengan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori
efektivitas Campbell ].P. yang mencakup lima indikator: keberhasilan program,
keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta
pencapaian tujuan menyeluruh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik pemilihan triangulasi dengan
teknik Pursposive Sampling. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan
menggunakan triangulasi sumber. Informan dipilih secara purposive berdasarkan
keterlibatan langsung, pengetahuan, dan pengalaman dalam pelaksanaan atau
pemanfaatan Program Dukcapil Bermitra. Penelitian dilaksanakan di Kota Padang
Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi penelitian meliputi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang serta wilayah RT/kelurahan
yang menjadi lokasi pelaksanaan Dukcapil Bermitra.

Hasil Dan Pembahasan

Program Dukcapil Bermitra merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi
kependudukan yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Padang Panjang. Program ini diperkenalkan pada tahun 2023 sebagai inovasi yang
mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui
pelibatan pengurus RT sebagai mitra Disdukcapil. Pada tahap awal pelaksanaannya,
Disdukcapil memberikan pembekalan kepada 24 ketua RT di Kelurahan Kampung
Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Program Dukcapil Bermitra merupakan
inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan
administrasi kependudukan melalui pelibatan Ketua RT sebagai mitra Disdukcapil.
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan kemudahan
layanan bagi masyarakat yang mengalami. keterbatasan dalam memanfaatkan aplikasi
daring PADUKO. Data wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa sebagian besar
masyarakat merasa terbantu dengan adanya peran RT yang mengurus berkas dan
melakukan input data. Hal ini sesuai dengan indikator keberhasilan program menurut
Campbell ].P., yakni sejauh mana program mampu mencapai tujuan awalnya. Meskipun
demikian, keberhasilan program belum sepenuhnya merata.

Tabel 1. Partisipasi RT dalam Program Dukcapil Brmitra di Kota Padang Panjang (2024)

Persentase

Kecamatan Jumlah RT RT Bermitra Bermitra (%)
Padang Panjang Barat 134 41 30.60 %
Padang Panjang Timur 107 23 21.50 %
Total 241 64 26.56 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, 2025

Persgr&tase RT Bermitra per Kecamatan di Kota Padang Panjang (2024)

40
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, 2025
Gambar 1. Persentase RT Bermitra per Kecamatan di Kota Padang Panjang (2024)

Seperti yang terlihat pada Tabel 1 dan Gambar 1, dari total 241 RT di Kota Padang
Panjang, hanya 64 RT (26,56%) yang aktif menjadi mitra. Kondisi ini menunjukkan bahwa
efektivitas masih terbatas pada wilayah tertentu, bergantung pada kesediaan dan
kapasitas Ketua RT. Jika dibandingkan dengan penelitian Kartika dan Oktariyanda (2022)
terkait aplikasi POEDAK di Kabupaten Gresik, pola kendala yang sama muncul, yakni
keterbatasan literasi digital aparat pelaksana yang berdampak pada keberhasilan
program.

Indikator keberhasilan sasaran menekankan pada ketepatan penerima manfaat
program. Berdasarkan hasil penelitian, sasaran utama Dukcapil Bermitra adalah
masyarakat yang kesulitan mengakses layanan online, seperti lansia, ibu rumah tangga,
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dan warga dengan keterbatasan perangkat. Data empiris memperlihatkan bahwa
kelompok ini merasakan manfaat langsung karena proses layanan menjadi lebih
sederhana dan murah tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil. Namun, hasil
penelitian juga mengungkapkan adanya keterbatasan implementasi Standar Operasional
Prosedur (SOP). Beberapa RT masih menggunakan mekanisme konvensional, yaitu
membawa langsung berkas ke Disdukcapil, alih-alih melalui aplikasi PADUKO. Hal ini
menunjukkan adanya gap antara desain program dan praktik di lapangan. Kondisi
tersebut sejalan dengan penelitian Septiana dkk. (2023) tentang Anjungan Dukcapil
Mandiri, yang menemukan bahwa teknologi inovatif hanya optimal jika didukung dengan
SOP yang jelas dan dipatuhi oleh pelaksana.

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting efektivitas program.
Berdasarkan wawancara dengan warga, mayoritas menyatakan puas karena pelayanan
menjadi lebih cepat, biaya transportasi berkurang, dan prosedur lebih sederhana.
Keuntungan lain adalah hadirnya rasa kedekatan dengan pemerintah, karena RT sebagai
aktor lokal berperan langsung sebagai fasilitator. Namun, ada sebagian masyarakat yang
masih belum mengetahui keberadaan program ini akibat keterbatasan sosialisasi. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan berkorelasi dengan intensitas informasi yang
diterima masyarakat. Secara teoritis, hal ini memperkuat pandangan Campbell ].P. bahwa
kepuasan program tidak hanya dipengaruhi kualitas layanan, tetapi juga oleh tingkat
komunikasi dan sosialisasi kepada penerima manfaat.

Tingkat Input dan Output menunjukkan sejauh mana sumber daya yang digunakan
sebanding dengan hasil yang dicapai. Program Dukcapil Bermitra relatif hemat sumber
daya karena tidak membutuhkan tambahan pegawai baru, melainkan memanfaatkan
Ketua RT sebagai mitra. Input berupa tenaga RT, dukungan aplikasi PADUKO, dan
koordinasi Disdukcapil menghasilkan output berupa peningkatan jumlah layanan
kependudukan yang diakses oleh masyarakat di tingkat kelurahan. Berdasarkan data
agregat tahun 2024-2025, jumlah layanan yang berhasil difasilitasi melalui RT mitra
menunjukkan tren peningkatan. Meskipun masih terbatas pada jenis layanan dasar
seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan Surat Pindah, program ini mampu mempercepat
penerbitan dokumen. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya pelatihan teknis bagi
RT, sehingga efektivitas output belum maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian
Fitriani dkk. (2024) tentang pembinaan UMKM, yang menunjukkan bahwa input berupa
pelatihan intensif sangat menentukan kualitas output program.

Secara umum, Program Dukcapil Bermitra dinilai cukup efektif sebagai solusi
untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan daring. Program ini
memperpendek alur birokrasi, menekan biaya, serta meningkatkan kepuasan kelompok
masyarakat rentan. Dalam kerangka teori Campbell ]J.P., pencapaian tujuan menyeluruh
dapat dikatakan tercapai karena program mampu melengkapi inovasi sebelumnya
(PADUKO) dan menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan

Publica 186

Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol.11 No.2, 2026, 182-189



Wibowo et al.

Efektivitas Program Dukcapill Bermitra...
DOI: 10.14710/gp.11.2.2026.182-189

kelemahan mendasar, yakni belum adanya regulasi hukum yang mengikat pelaksanaan
program. Saat ini, dasar hukum hanya berupa Surat Keputusan Wali Kota tentang inovasi
daerah secara umum, bukan peraturan khusus mengenai Dukcapil Bermitra. Kondisi ini
menimbulkan keraguan sebagian RT untuk aktif berpartisipasi karena merasa tidak ada
kewajiban formal. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan menyeluruh lebih konsisten,
diperlukan payung hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwako) atau peraturan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Dukcapil Bermitra di
Kota Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan inovasi
pelayanan publik yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan
administrasi kependudukan, khususnya dalam menjawab tantangan digitalisasi pada
implementasi PADUKO. Dukcapil Bermitra hadir sebagai solusi keterbatasan akses
masyarakat terhadap teknologi informasi dengan melibatkan ketua RT sebagai
perpanjangan tangan Disdukcapil dalam memfasilitasi layanan kependudukan. Program
ini mempermudah pengurusan dokumen kependudukan seperti KK, Akta Kelahiran, Akta
Kematian, dan Surat Pindah. RT membantu menginput data ke sistem PADUKO,
sementara hasil dokumen diantar Laskar Dukcapil. Inovasi ini memangkas alur
pelayanan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi. Efektivitas
program terlihat dari pencapaian tujuan, ketepatan sasaran bagi masyarakat kesulitan
layanan daring, dan peningkatan kepuasan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia
dan ibu rumah tangga. Namun, efektivitas belum optimal karena rendahnya partisipasi
RT, hanya 64 dari 241 RT (26,56%) yang aktif. Kendala lain adalah minimnya pelatihan
teknis, sosialisasi, serta lemahnya monitoring dan evaluasi. Agar program efektif secara
menyeluruh, perlu penambahan jumlah RT mitra, pelatihan berkala, sistem monitoring,
serta regulasi hukum yang kuat melalui Perwako. Dengan regulasi dan strategi pelibatan
yang merata, Dukcapil Bermitra diharapkan konsisten, inklusif, dan berdaya guna jangka
panjang.
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